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BABI .

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia yang berada di atas permukan bumi ini pada umumnya selalu
menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya.
Tetapi kebahagiaan ini tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-
peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya mesti individu-individu dalam
masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia adalah dengan jalan perkawinan,
dengan adanya perkawinan maka terbentuklah suatu rumah tangga. Apabila rumah
tangga itu baik, maka dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah
tangga adalah merupakan unit masyarakat terkecil Supaya tercapai rumah tangga
yang baik hendaklah individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari
suami dan isteri harus pula saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-
masing.’

Di dalam perkawinan banyak sekali mengandung hikmah, karena kita tahu
bahwa Islam di dalam mensyariatkan hukum-hukumnya tentulah dibalik
pensyariatannya itu banyak sekali mengandung hikmah begitupun dengan

perkawman dan di antara hikmahnya adalah untuk mengatur hubungan antara laki-

' Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh, (Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet.
Ke-1,h. 39



laki dan perempuan berdasarkan pada azas saling menolong dalam wilayah kasih
sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk
mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik
anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan
kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia maupun wukhrawi, dan masih
banyak hikmah lainnya mengenai perkawinan baik yang bersifat ra abbudiyah
maupun fa ‘agquliyah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk
segera melaksanakannya. Karena dengan kawin dapat mengurangi maksiat
penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang
ingin menikah sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka
dianjurkan untuk berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari
berbagai perbuatan tercela, oleh karena itu perkawinan juga merupakan suatu wadah
penyaluran kebutuhan biologis manusia yang sangat wajar, dan dalam ajaran Nabi

Muhammad SAW. Perkawinan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana sabda

Rasulullah SAW:
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Artinya: “Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu
melaksanakan  kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin, maka

2 Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Beirut, Al-
Maktabah Al-*Asriyah, 1997), Cet. ke-1, Juz 3, h. 1632




sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang
terlarang  memandanginya) dan memelihara kamaluan, dan barang siapa
yang tidak sanggup maka wajib puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah
perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Perkawinan juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam,
karena keluarga merupakan unit satuan yang terkecil dalem masyarakat dan-
kelompok pertama yang dikenal oleh masyarakat® Dalam keluarga sering kita jumpai
adanya perbuatan-perbuatan yang erat kaitannya dengan fungsi Di antara fungsi-
fungsi tersebut yang harus dilakukan oleh keluarga adalah fungsi biologis, karena

dengan fungsi biologis ini disarankan agar keluarga dapat menyelenggarakan

berbagai persiapan demi pendidikan anak-anaknya nanti.*

Sudah menjadi hukum alam bahwa tindak lanjut dari suatu perkawinan yaitu
akan melahirkan suatu keturunan dan proses semacam ini telah dikenal oleh
masyarakat yang bersifat sederhana sampai masyarakat yang berbudaya tinggi, baik
itu pengaturannya melalui hukum adat maupun melalui undang-undang yang telah
dibentuk oleh negara serta ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Ketentuan
semacam 1ni adalah sejalan dengan disyariatkannya berkawinan itu sendiri, yang di
antara twuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang
merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan

dari keluarga dibentuk umat. Sebagaimana firman Allah SWT:

* Ahmad Rotiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, P.T. Grafindo, 1997), Cet. ke-2, ed.-1, h.
69-70

* Abu Aln;wdi, T Sosial Dasar, (Jukarta, P.T. Bineka Cipta, 1991), Cet-2, h. 39
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Artinya: “Dan  Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodohmu dan
menciptakan  diri  jodohmu itu anak-anakmu dan cucu-cucumu dan
memberimu rizqi yang baik”. (Q.S. An-Nahl: 72)

Demikianlah begitu besar makna serta hikmah dari perintah disyariatkannya
pernikahan. Oleh karena itu untuk melaksanakan suatu perkawinan tidaklah mudah,
artinya apabila seseorang akan melaksanakan suatu perkawinan di dalam hukum
Islam maupun hukum nasional mengatur berbagai hal yang harus dipenuhi oleh
seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian di dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka kedua
belah pihak harus memenuhi beberapa syarat dari syarat-syarat perkawinan baik
menyangkut syarat materiil maupun syarat administratif. Apabila kedua belah pihak
dalam hal ini pihak suami dan isteri temnyata diketahui terdapat satu atau beberapa
syarat yang tidak dipenuhi maka menurut huicum Islam dan peraturan perundang-
undangan (Pasal 60 KHI) perkawinannya harus dicegah dan apabila kelalaian itu baru

diketahui setelah berlangsungnja perkawinan maka perkawinannya harus dibatalkan.®

Berangkat dari ketentuan di atas maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana
apabila perkawinan itu sudah berlangsung lama dan tentunya sudah mempunyai

keturunan (anak). Bagaimana dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan

5 Al-qur ‘an dan Terjemahannya, (Departemen Agama Republik Indonesia, 1992), h. 412

® Ahmad Rofig, op. cit, h. 139



yang dibatalkan? Apakah dia termasuk anak sah (tetap memiliki hubungan hukum
dengan ibu bapaknya) ataukah dia termasuk anak tidak sah (hanya memiliki
hubungan hukum dengan pihak ibunya saja)?.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Penulis terdorong untuk menulis skripsi
dengan judul “STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR I TAHUN 1974”.
Adapun alasan yang mendorong dibahasnya judul ini adalah:
1. Agar diketahui kapankah suatu perkawinan itu dikatakan dibatalkan.
2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang
dibatalkan,
4. Masalah ini belum pemah dibahas dalam bentuk skripsi pada Fakultas Syari’ah

Institut Imu Al-Qur’an (TIQ) Jakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang bersifat sakral yang seﬁua
orang menginginkannya satu kali seumur hidupnya, namun apabila suatu hari
diketahui bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan (suami dan isteri) itu
ternyata tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat perkawinan maka menurut

hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 pasal 22 menegaskan bahwa



“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk

melangsungkan perkawinan”.

Dari fenomena diatas maka perkawinan seperti itu harus dibatalkan. Maka .
dalam hal ini akan timbul banyak permasalahan baik yang menyangkut diri suami
istri itu maupun menyangkut anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang
dibatalkan. Namun dalam skripsi ini dibatasi hanya berkisar masalah pembatalan
perkawinan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan tersebut
baik terhadap bekas suami, isteri, harta dan anak. Maka dari pembatasan yang ada,
dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah
berlangsung itu dibatalkan, maka hal-hal apakah yang dapat membatalkannya ?.

2. Apabila perkawinan itu dibatalkan maka apa akibat yang ditimbulkannya; baik
akibat terhadap bekas suami, isteri, harta kekayaan serta akibat terhadap anak
yang lahir dalam perkawinan tersebut ?.

3. Siapakah orang yang mempunyai hak hadlanah, apabila terjadi pembatalan

perkawinan ?.

C. Metode Pembahasan

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode komperatif
(perbandingan) yaitu membandingkan antara peraturan hukum Islam dan peraturan '
yang ada dalam undang-undang perkawinan nasional dalam hal ini adalah undang-
undang Nomor 1 Tahun, dan untuk mendukung study perbandingan tersebut penulis

melakukan penelitian kepustakaan (library research) dari berbagai karya ulama,




cendekiawan dan para sarjana, hal ini adalah sangat penting untuk mengkaji lebih

mendalam tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan.

Sedangkan teknik penulisannya, menggunakan teknik yang biasa dipakai

dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dalam hal ini berpedoman pada buku

“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakaria”.

D. Sistematika Pembahasan

BAB 1
BAB 1II
BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan
dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika
penulisan,

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Pada bab imi diuratkan tentang pengertian perkawinan baik menurut
hukum Islam maupun menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974,
syarat sah perkawinan dan tujuan disyariatkannya perkawinan.
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERMASALAHANNY A

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan suatu
perkawinan, akibat yang ditimbulkan baik akibat terhadap bekas

suami, isteri, harta kekayaan serta anak yang telah lahir dalam

perkawinan yang dibatalkan.



BAB 1V PENUTUP
Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yaitu lebih merupakan
jawaban masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam bab I,
kemudian saran-saran Penulis maksudkan untuk memberikan

kontribusi pemikiran dalam rangka perbaikan-perbaikan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian di atas mengenai berbagai hal tentang pembatalan
perkawinan, maka di sini dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam suatu perkawinan itu terdapat
hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 70 dan 71 KHL serta dalam Undang-
undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 26 dan 27.
Sedangkan mengenai orang-orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan
perkawinan adalah diatur dalam pasal 73 KHI dan pasal 23 Undang-undang
Nomor I Tahun 1974.

2. Akibat }.Iang ditimbulkan dari adanya pemba’;alan perkawinan, akan membawa
akibat yang jauh yaitu:

a) Akibat terhadap bekas suami dan bekas isteri, walaupun perkawinan antara
mereka sudah dibatalkan, namun memelihara dan mendidik anak-anaknya
hingga anak tersebut menjadi dewasa (sudah bisa mandiri). Sedangkan
mengenai harta kekayaan antara suami isteri itu, diatur sesuai dengan
hukumnya masing-masing baik itu diatur dengan hukum agama, maupun
hukum adat.

- b) Akibat terhadap anak yang dilahickan dalam perkawinan yang dibatalkan,

mereka tetap berhak memiliki hubungan hukum baik dengan keluarga ibunya
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maupun keluarga ayahnya dengan kata lain mercka tetap mempunyai status

sebagai anak sah. Oleh karena itu anak-anak tersebut tetap berhak mendapat

nafkah dar bapak dan ibunya.
Orang yang pertama berhak atau memiliki hak hadhanah dari anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan adalah ibunya, namun kewajiban
merﬁberi natkah selama anak itu belum dewasa (belum mandiri) adalah
ditanggung oleh ayahnya sampai anak itu dewasa (21 tahun), kecuali apabila si
ayah dengan kemampuannya tidak dapat memikul biaya tersebut maka atas
kebyjaksanaan hakim isteri dapat dibebani kewajiban memberi nafkah terhadap
anaknya. Namun apabila anak tersebut sudah dewasa maka dia dapat memilih

apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya.

. Saran-saran

. Bagi para pembaca khususnya pemuda-pemudi apabila akan melangsungkan
perkawinan hendaknya mengetahui lebih dahulu siapa calon pendampingnya, agar
tidak terjadi disuatu saat nanti diketahui bahwa pasangannya ternyata masih
mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, yang tentunya hubungan-
hubungan tersebut merupakan salah satu alasan dilarangnya mengadakan suatu
perkawinan, maka berkehendak atau tidak berkehendak perkawinan tersebut harus
dibatalkan, sehingga akan membawa dampak yang jauh tidak hanya bagi suami
isteri itu sendiri akan tetapi anakpun akan ikut menderita karena melihat ibu

bapaknya berpisah.
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2. Bagl para orang tua hendaknya memberi penjelasan mengenai asal-usul
keluarganya kepada anak-anaknya.
3. Bagi para pegawai K.UA. hendaknya lebih meningkatkan lagi di dalam

memberikan penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat umum mengenai

syarat-syarat perkawinan baik syarat materiil maupun syarat administratif.
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